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BUPATI GAYO LUES
QANUN KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Kabupaten Gayo Lues merupakan
salah satu unsur pendukung yang penting dalam
penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kabupaten Gayo Lues, oleh karena itu harus dikelola
secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara oftimal
dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah
Kabupaten;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
Pengelolaan Barang Milik Kabupaten diatur dengan
Qanun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk
Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Pengelolaan Barang
Milik Kabupaten Gayo Lues .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4179);
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5280);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1967);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45415);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95),

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan
Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4073);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
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Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahaan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

24. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penjualan, Penetapan Status, Pengalihan Status
dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

DAN
BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : QANUN TENTANG PENGELOLAAN BARANG

MILIK KABUPATEN GAYO LUES

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia.

2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggaraan
pemerintahan Provinsi Aceh yang terdiri atas
Gubernur dan Perangkat Pemerintah Aceh.

3. Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues adalah
penyelenggara urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues
sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-
masing.

4. Kabupaten......../5
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4. Kabupaten Gayo Lues selanjutnya disingkat dengan
Kabupaten.

5. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah unsur
penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues
yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Pemerintah
Kabupaten Gayo Lues.

6. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang
dipilih melalui suatu proses demokrasitis yang
dilakukan berdasarkan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil;

7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang
selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Gayo Lues yang anggotanya
dipilih melalui pemilihan umum.

8. Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues yang
selanjutnya disebut Sekda Kabupaten Gayo Lues
adalah Sekretaris Pemerintah Kabupaten.

9. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, yang
selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo
Lues.

10. Satuan kerja adalah Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya dapat
disingkat SKPK yaitu Perangkat Pemerintah
Kabupaten Gayo Lues yang dipimpin oleh seorang
Kepala SKPK selaku Pengguna BMK .

12. Barang Milik Kabupaten, selanjutnya disingkat
dengan BMK adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBK atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

11. Unit Kerja adalah bagian SKPK yang dipimpin oleh
seorang Pimpinan/ Penanggungjawab selaku Kuasa
Pengguna Barang Milik Kabupaten .

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo
Lues yang selanjutnya disingkat APBK adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Kabupaten Gayo Lues yang disetujui oleh DPRK.

14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat dilingkungan
Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues yang diberi
kewenangan dan tanggung jawab sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan
Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues.

15. Pengelola Barang Milik Kabupaten yang selanjutnya
disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang
berwenang dan bertanggungjawab untuk melakukan
koordinasi, pengawasan dan pengendalian
pengelolaan Barang Milik Kabupaten.

16. Pembantu Pengelola BMK yang selanjutnya disebut
Pembantu Pengelola/Pembantu Pengelola Barang
adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab membantu Pengelola Barang dan
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